& SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan

pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan
publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk
perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan
informatika, statistik dan persandian di Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Selatan, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi, dan Tata Kerja
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat

Daerah ..../3
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Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan
Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1486);

10 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pariwisata  (Berita ~ Negara  Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1997);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
DAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

&
2.

o

Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.

Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda ialah Sekretaris
Daerah Provinsi Papua Selatan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Papua Selatan
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan,
olahraga dan pariwisata.

Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Papua Selatan.

Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada
Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

9.Kelompok ..../4
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Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.Laporan arus kas
adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas
seama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas
operasi, aktifitas investasi, dan aktifitas pembiayaan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang
kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi
kewenangan daerah.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan
kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kepemudaan,
olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
mempunyai fungsi:

a,

Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, dan
pariwisata;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga, dan

pariwisata;

. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di

lingkungan dinas; dan

. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB ..../5
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BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kepemudaan;
d. Bidang Keolahragaan;
e. Bidang Pariwisata; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai
tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal ..../6



6

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat, melaksanakan fungsi :

a.
b.

(1)

(1)

(2)

Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;

Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan
kegiatan di lingkungan Dinas;

Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan
dokumentasi di lingkungan Dinas;

Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan
tata laksana di lingkungan Dinas;

Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;

Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya; dan
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang
Perencanaan dan Keuangan;

b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan
program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan di lingkungan
Dinas;

c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan
kegiatan serta verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;

d.menyiapkan ..../7
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d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di
Bidang Program dan Keuangan;

e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di
lingkungan Dinas; dan

f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat 1 huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan
Kepegawaian;

b. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahan di lingkungan Dinas;

c. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;

d. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan
Dinas;

e. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;

f. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di
lingkungan Dinas;

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di
lingkungan Dinas;

h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan

i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

(1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
¢ merupakan unsur pelaksana di Bidang Kepemudaan, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Infrastruktur dan
Kemitraan Pemuda.

Pasal ..../8
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang
Kepemudaan, menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan
pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan
kemitraan pemuda;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan
kemitraan pemuda;

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan
pemuda;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan
pemuda;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
Pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Kepemudaan, terdiri atas :

a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;

b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan

c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda, menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pemberdayaan

Pemuda;

b.Penyiapan ..../9
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b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pemberdayaan Pemuda;

c. Penylapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di
bidang Pemberdayaan Pemuda;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pemberdayaan Pemuda; dan

e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
di bidang Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud pada  ayat (1), Seksi  Pengembangan Pemuda,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan
Pemuda;

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pengembangan Pemuda;

¢. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Pengembangan Pemuda;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pengembangan Pemuda; dan

e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda.

Pasal 19

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas, melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur
dan Kemitraan Pemuda;

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

¢. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di
bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

d.Penyiapan ..../10
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d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan

e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Bagian Kelima
Bidang Keolahragaan

Pasal 20

(1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasak 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di Bidang
Keolahragaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga dan Infrastruktur
dan Kemitraan Olahraga.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang

Keolahragaan, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan
prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur
dan kemitraan olahraga;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur
dan kemitraan olahraga;

d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan
olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan
olahraga;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan
olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan
olahraga;

f.Pelaksanaan ..../11
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Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga,
peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Keolahragaan, terdiri atas :

a. Seksi Pembudayaan Olahraga;

b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan

c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 24

Seksi Pembudayaan Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di Bidang Pembudayaan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pembudayaan
Olahraga;

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pembudayaan Olahraga;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Pembudayaan Olahraga;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pembudayaan Olahraga; dan

e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
di bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 25

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga,
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga;

b.Penyiapan ..../12
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b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga; dan

e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 26

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas, melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur
dan Kemitraan Olahraga,;

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan

e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata

Pasal 27

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
e merupakan unsur pelaksana di Bidang Pariwisata, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Pengembangan Pemasaran
Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal ..../13
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Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang
Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

da.

509

(1)

(2)

(1)

(2)

Perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri
pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan
ekonomi kreatif;

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan
pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan
pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan
destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata,
dan pengembangan ekonomi kreatif;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan
destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata,
dan pengembangan ekonomi kreatif;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi
dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan
pengembangan ekonomi kreatif;

Pelaksanaan administrasi bidang pariwisata; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Pariwisata, terdiri atas :

a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

b. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan

c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan
penylapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi
dan Industri Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri

Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan
Destinasi dan Industri Pariwisata;

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

¢. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

d.Penyiapan ..../14
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d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata; dan

e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri
Pariwisata.

Pasal 32

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan
Pemasaran Pariwisata;

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan

f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi

dan pelaporan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan
Ekonomi Kreatif;

b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria di
bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB ..../15
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BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala
Dinas.

Pasal 37

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 38
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit
organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap ..../16
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Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib
melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib
memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat Dinas
secara berkala.

Pasal 39

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas,
Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat
setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)
(2)

(3)

BAB VI
JABATAN

Pasal 40

Kepala Dinas yaitu Jabatan Stuktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Jabatan Stuktural Eselon Ill.a atau
Jabatan Administrator.

Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Stuktural Eselon IV.a
atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan Dinas dibebankan pada:

a.
b.

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB ..../17
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi,
pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Selatan.

Ditetapkan di Merauke

Pada tanggal 1 Desember 2022
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 1 Desember 2022

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

Drs. MADDAREMMENG, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700920 199101 1 001
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